PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

2024

Kpt Nomor : 839 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 839 TAHUN 2024
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SANGGAU DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sanggau Nomor : 206/PL.02.5-BA/6103/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran
Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau dalam Pilkada
Serentak Tahun 2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sanggau Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 826 Tahun 2024
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sanggau Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau nomor 827 Tahun 2024
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sanggau Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 826 Tahun
2024 diatur tentang:



CATATAN :

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye,
perkiraaan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang
diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
Kampanye/konsultan.

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
Lampiran : 2 him.



